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SARAH AFIFAH ANWAR, (2025) : Pelaksanaan Pembinaan Anak di
o Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas I Pekanbaru Ditinjau
_____ Berdasarkan Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

— Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru adalah unit pelaksana
teknis dalam bidang pemasyarakatan yang beroperasi di bawah naungan serta
memiliki tanggung jawah langsung kepada Kementerian Hukum dan HAM Riau
Keberadaannya bertujuan untuk menjalankan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada pasal 2 Huruf b yang
menyatakan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan
agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat hidup secara
wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat aktif
berperan dalam pembangunan. Akan tetapi kenyataan di lapangan tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru belum terlaksana dengan baik sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan
anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru ditinjau berdasarkan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan apa faktor
penghambat pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Pekanbaru.

.~ Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode Jenis penelitian
yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang
mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam
kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer
Dari segi karakteristiknya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni data
dikumpulkan melalui wawancara dan populai sampel dengan pegawai LPKA serta
aﬁak binaan dan diperkuat dengan studi literatur terhadap peraturan perundang-
undangan terkait. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis guna menghasilkan
kesimpulan

~  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan anak di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru ditinjau berdasarkan
Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, belum terlaksana
anak blnaan yang tidak memiliki kesadaran dari diri sendiri, sarana dan prasarana
yang kurang mendukung, peraturan yang kurang menegaskan tentang pembinaan
anmak, faktor lingkungan terutama perternanan asal anak binaan yang juga
melakukan tindak pidana dan keterbatasan anggaran menjadi penghambat dalam
n‘_f@nj alankan program pembinaan.

K’ifta Kunci: Pelaksanaan, Pembinaan, Anak, Pemasyarakatan
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Agisalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
g Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan
péfunjuk-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
dengan lancar. Tak lupa, sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad
s;_§w, yang telah membimbing umatnya keluar dari zaman kegelapan menuju
zdman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu
pgrsyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
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BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Anak adalah amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa,
- dan bahkan dianggap sebagai harta yang paling berharga dibandingkan dengan
’ kekayaan materi lainnya. Sebagai amanah Tuhan, anak harus selalu dijaga dan

. dilindungi karena mereka memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai

BlYy BYSNS NIN zqu%:dm MeH G

~ manusia yang harus dihormati. Anak memiliki peran yang sangat penting dalam

ne

kehidupan berbangsa dan bernegara.!

Perkembangan seorang anak tentu membutuhkan dukungan dan
perhatian yang baik dari lingkungan sekitarnya agar ia dapat tumbuh menjadi
pribadi yang baik. Anak cenderung meniru perilaku orang-orang di sekitarnya,
sehingga peran orang terdekat sebagai panutan sangat penting agar anak dapat
.» mempertahankan karakter yang baik. Tanpa pendampingan dan bimbingan yang
memadai, karakter anak bisa menjadi tidak terkendali, bahkan dapat
mendorongnya untuk terlibat dalam tindakan negatif atau melakukan kejahatan
dan pelanggaran.?

Masa anak-anak adalah tahap yang penuh dengan berbagai tantangan
kompleks termasuk perilaku nakal yang bisa mengarah pada tindakan kriminal.

Pada tahap ini, anak-anak sedang berusaha menemukan siapa diri mereka

- sebenarnya mereka melalui berbagai tindakan untuk memahami siapa mereka

rre{g ue)[Ng Jo AJISIIATUN DTWE]S] 3)®1S§

! Sumiadi, Laila M Rasyid, and Asmara Romi, “Perspektif Restorative Justice Hakim
Te?hadap Anak Yang Berkonflik Dengan,” Mimbar Hukum 29, no. 1 (2017): 43-53,

»’~ 2 Raka Ardyana Harsono, R Yenni Muliani, and Dudung Mulyadi, “Kajian Kriminologis
Terhadap Pelaku Residivis Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kabupaten Ciamis” 02 (2023): 168-81.
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sebenarnya, baik secara fisik maupun mental, serta mengenali kekuatan mereka

dio jeH

dan peran mereka dalam masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, remaja
biasanya sibuk setiap hari untuk mencari dan menuntut kemandirian, dan
.mereka cenderung tidak ingin ada campur tangan dari siapa pun, termasuk
orang tua mereka sendiri.

Di masa remaja, banyak remaja yang terlibat dalam perilaku melanggar
hukum dan merugikan orang lain, seperti perkelahian, pencurian, minum

alkohol, dan penggunaan narkoba. Perilaku-perilaku ini bisa mengakibatkan

nely eysnsg _\m Mijlw el

mereka harus berurusan dengan aparat penegak hukum untuk
mempertanggungjawabkan tindakan mereka.

Kenakalan remaja merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang,
tindakan, atau perbuatan yang bersifat tidak sejalan dengan norma sosial, nilai-
nilai keagamaan, serta ketentuan hukum yang berlaku di tengah masyarakat.
.r» Tindakan ini dapat membuat seorang anak menjadi narapidana atau peserta
d1d1k di Lembaga Pemasyarakatan (andikpas).

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradllan Pidana Anak, remaja yang terlibat dalam tindakan kriminal akibat
kenakalan remaja akan dikenakan hukuman pidana, baik sebagai hukuman
‘pokok maupun tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa kenakalan remaja

. tergolong sebagai tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak. 4

,m{g ue)[ng Jo AJISISATU DIWE]S] 3)e]1S

% Putri Ramadany Alie, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis,” Jurnal
Pé'?tdldlkan Dan Pembelajaran Kimia 4, no. 1 (2015): 222.

~ % Miranda Tiara Putri, “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Terhadap Residivis Anak Di
Bandar Lampung,” Journal of Chemical Information and Modeling 15, no. 2 (2023): 9-25.

B |
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Saat ini, banyak anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana,

dio jeH

dan hal ini perlu ditangani dengan hati-hati melalui sistem peradilan pidana
anak. Upaya perlindungan anak melalui aspek hukum merupakan tanggung
Jawab seluruh lapisan masyarakat yang memahami betapa pentingnya peran

anak untuk masa depan negara dan bangsa. Anak-anak yang akan berkembang
’ secara fisik, mental dan social. Suatu saat nanti akan menggantikan generasi
sebelumnya. Perlindungan anak mencerminkan adanya keadilan dalam

masyarakat.’

nely eysnsg _\m A1liw el

Ketika membahas perbuatan pidana, hal pertama yang terlintas adalah
pelakunya, yang sering kali disebut sebagai penjahat, kriminal, atau bahkan
sampah masyarakat. Tidak mengherankan jika upaya penanganan perbuatan
pidana masih berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku. Sanksi pidana
dirancang untuk merehabilitasi perilaku pelaku, namun sering kali hukuman
tersebut tidak efektif dalam memberikan efek jera, bahkan bisa membuat pelaku
perllakunya semakin menyimpang setelah bebas dari penjara.

Ini menjadi salah satu alasan mengapa seseorang yang telah menjalani
- hukuman penjara sering kali kembali melakukan kejahatan serupa atau yang
dlanggap sejenis dalam waktu kurang dari lima tahun, fenomena yang dikenal

" sebagai residiv.
Secara garis besar, pengertian residiv mengacu pada pelaku, sedangkan

tindakan perilaku yang dilakukan oleh pelaku dikenal sebagai residivis.

1 Jifedg uu]ing; Jjo f{;rg,rwm N d1wejsy ajels

® Anselmus S. J. Mandagie, “Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan
Oﬁh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradllan Pidana Anak,” Lex Crimen 1X, no. 2 (2020): 5362.
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:E Residivis anak adalah mantan narapidana anak yang telah menyelesaikan

‘.
3

' hukuman atau keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Anak, namun kemudian

d

melakukan kejahatan lagi atau tindak pidana yang serupa.® Residivisme terjadi
ketika seseorang yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan
hakim yang telah sah dan berlaku secara tetap menurut hukum (in kracht van
Y gewijsde). !

Ketentuan mengenai residivis diatur dalam Buku II Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 386, 387, dan 388. Bagi residivis,

neiy eysng NI YW e}

yaitu mereka yang mengulangi tindak pidana, hukuman maksimal ditambah
sepertiga dari hukuman yang tercantum dalam pasal terkait. Ketentuan ini
berlaku jika pelanggaran yang sama dilakukan dalam waktu kurang dari lima
tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian hukuman penjara. Namun, status
residivis tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan, melainkan hanya untuk
.r» kejahatan tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP?®
Reszdlvzs tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak.
Melihat kondisi lingkungan saat ini, sangat memungkinkan bagi anak-anak
untuk memilih jalan pintas dalam melakukan kejahatan.®

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pemberian hukuman atau

sanksi serta proses hukum dalam kasus pelanggaran hukum yang melibatkan

6 T Made Widnyanya, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), h. 299.
" Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2012),h.312.
8 Fathur Rozi, “Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan,” Fakultas
Htkum Universitas Muhammadiyah Jember, 2015, 1-11, www.unmuhjember.ac.id.

»’\ ® Prodi Hukum Keluarga, “Tinjauan Kr1m1n010g1 Terhadap Anak Sebagai Residivis Pelaku
deak Pidana Pencurian,” 2023.
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anak berbeda dari yang berlaku untuk orang dewasa. Pelanggaran yang

dilakukan oleh anak biasanya melibatkan faktor mental dan motif subjektif.

dio jeH

21

Tanpa adanya karakter yang kuat dan dukungan lingkungan yang baik, anak

.yang pernah terjerumus ke dalam dunia kejahatan cenderung memiliki

=

N M11w

— kemungkinan untuk mengulangi tindakan kejahatan tersebut.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengulangan

ASNS N

, tindak pidana secara tegas tidak dapat diupayakan melalui diversi. Artinya, jika

e

d

“anak mengulang tindak pidana, proses hukum tetap berlanjut di peradilan

fab)

n

pidana anak. Jika anak yang sama telah mengalami upaya diversi pada kasus
sebelumnya, diversi tidak dapat diterapkan lagi untuk tindak pidana yang baru.
Pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar proses peradilan pidana atau
melalui diversi merupakan kebijakan negara dengan mempertimbangkan
kepentingan terbaik anak, guna menghindari stigmatisasi dan mencegah

_hukuman penjara.®

S

Anak yang terlibat dalam tindak pidana akan ditempatkan di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak (LPKA), termasuk anak-anak yang merupakan

N D1 eS| 3)e)

residivis. Anak-anak yang dalam proses pembinaan juga akan ditempatkan di

“wisma LPKA.

SISATU

Penanggulangan terhadap kejahatan residivis dilakukan melalui
" serangkaian sistem yang dikenal dengan sistem peradilan pidana, yang

= berfungsi sebagai sarana masyarakat dalam menangani kejahatan. Untuk

Jjifedg uejng jo A

10 Ani Triwati, Doddy Kridasaksana, and Tindak Pidana, “Pengulangan Tidak Pidana The
F?ﬁdamental Necessity Of Diversion For Hak Anak Yang Dijamin Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun” 4, no. 2 (n.d.): 828-43.
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:E melakukan pembinaan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana,
oo

dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek, baik itu kelembagaan maupun

dio

perangkat hukum yang terkait. Oleh karena itu, diperlukan penyelenggaraan
_peradilan pidana yang khusus bagi anak. !

Adapun tujuan dari penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus
’ Anak (LPKA) ialah agar mereka dapat melanjutkan pendidikan dan menerima

. pembinaan. Pembinaan ini bertujuan agar anak yang terlibat dalam tindak

1M BYSNS NIN MI1w Bl

-, pidana dapat menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan tidak
§ mengulangi kejahatan di masa depan. Diharapkan, setelah proses ini, anak
mampu kembali menjadi bagian dari masyarakat dan berperan sebagai warga
negara yang bertanggung jawab serta terlibat aktif dalam kegiatan sosial.*?
Data yang diperoleh dari staff bagian registrasi dan klasifikasi di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru terdapat beberapa jenis

kejahatan yang dilakukan oleh anak binaan pemasyarakatan. Data tersebut

dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Daftar Isi Anak Binaan Beserta Jenis Kejahatan
No. Jenis Kejahatan Anak Binaan
1. Pembunuhan 9 orang
2. Perlindungan Anak 56 orang
3. Narkotika 19 orang

uej[ng jo AJISISATU DIWE]S] 3)e]1§

11 Muhammad Khemal Andhika and Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, “Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Kelas II Pontianak,” Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum ... 8, no. 3 (2021): 450-59,
h‘[;f__p //download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=21 13243%5C&Val=15646%5C&title
=PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK DI LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PONTIANAK.

7~ 2 Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor
165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811 tentang Pemasyarakatan.
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Berdasarkan Pasal 2 Huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2022

Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “meningkatkan kualitas kepribadian

_dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri,

N -~ @
gF o or e
o T v 2 4. Pencurian 17 oran
-5 QJ
g $ 83
@E2Eee g g 5. Penganiayaan 2 orang
S == O = L
= o = N
@ @ 2 o .
233328 & 6. Kesusilaan 2 orang
czgfa ©®
= = = s
= D g = = 3 Jumlah 105 orang
> 3 @ — ; ; ; : ;
8 25% g’? ~  Sumber data : Staff bagian registrasi dan klasifikasi LPKA Kelas II
. C — ‘.G Fh)
o8 SF§E ¢
= § ® o B ;Pekanbaru.
3320 g0 Z
8582 I
858 = Berdasarkan tabel data daftar isi anak binaan di Lembaga Pembinaan
@ oa =
£258 = . . .
283 = o Khusus Anak Kelas II Pekanbaru di atas, terlihat bahwasannya masih ada anak
S ) =
= ‘E E)_ % A
t2 29 o yang melakukan residivis.
or = =5
Y] =
fso: i Tabel 1.2
> T I abel L.

= = =
8 c 3 & Daftar Isi Anak Binaan Residivis Beserta Jenis Kejahatan
=
c = T

L W
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=N
()]
Y

:E dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh
oo

lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat
* hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan”.

Masalah yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil pra riset penulis

r d
ra

Y’ bagian registrasi dan klasifikasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II
U";.
-, Pekanbaru, beliau mengatakan bahwasannya terdapat 10 dari 105 anak yang
A
-, melakukan residivisme. Diantaranya ada yang sudah melakukan residivisme

sebanyak 3 kali dan mayoritas jenis kejahatan residivisme yang dilakukan anak
anak tersebut yaitu pencurian. Faktor besar yang mengakibatkan mereka
melakukan residivis yaitu faktor ekonomi. Yang dimana dari kasus kasus
pencurian tersebut, dimana ada dua alasan mereka melakukan pencurian
tersebut yaitu dengan alasan untuk menyambung hidup dan gaya hidup atau /ife
r Style. Berasal dari hasil assignment LPKA bahwa alasan yang paling banyak

feeen

= mereka melakukan pencurian untuk gaya hidup atau /ife style contoh life style

[ ]
i

seperti berjudi, minum minuman keras dan berfoya foya.13
Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut
dengan judul “PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK DI LEMBAGA

PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU DITINJAU

S JO AJISISATU ) DIIE]S

BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022

.E_E TENTANG PEMASYARAKATAN?,

f‘"m 13 Ridho Anggi Hidayat, Staff bagian Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus
A}'a ak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 2 Oktober 2024.
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Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih jelas dan terarah sehingga tidak

e1dio 51:5?4

menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diangkat dan di teliti, maka

1w

—. penulis membatasi permasalahan ini dengan mengkaji permasalahan pada

N3

— pelaksanaan program pembinaan anak di LPKA Pekanbaru yang

N

“’ mengakibatkan dampak negatif seperti masih ada anak binaan yang melakukan

pengulangan tindak pidana atau residivis.

{Py eys

B

> Rumusan Masalah

n

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan anak di lembaga pembinaan khusus anak

kelas II Pekanbaru ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2022 Tentang Pemasyarakatan ?

. 2. Apa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga

<

@ Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru ?
D: Tujuan dan Manfaat Penelitian

:; 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan dari rumusan pokok masalah diatas, maka

tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ialah sebagai berikut :

a

S ue}[ng Jo AJISIdATU

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan anak di lembaga pembinaan
khusus anak kelas II Pekanbaru ditinjau berdasarkan Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

nery wisey jrref
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2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pembinaan anak di

lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan yang menjadi manfaat penelitian dalam melakukan

penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

1) Diharapkan dapat dijadikan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu
hukum mengenai pelaksanaan pembinaan anak di lembaga
pembinaan khusus anak kelas I1 Pekanbaru.

2) Dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian yang
sejenis di kemudian hari.

3) Sebagai bahan referensi dan informasi bagi semua yaitu Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau mengenai efektivitas pembinaan anak di lembaga
pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru.

Manfaat Praktis

1) Untuk mengembangkan pemikiran sebagai bahan dalam
menyelesaikan pendidikan S1.

2) Sebagai ilmu pengetahuan untuk dapat di mengerti dalam dunia
pekerjaan.

Manfaat Akademis
Penelitian ini memiliki nilai akademis dengan harapan dapat
menjadi referensi dan sumber data sekunder bagi kalangan akademik

yang tertarik meneliti topik sejenis.
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TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Teoritis

1. Pengertian Pelaksanaan

Kata 'pelaksanaan’ berasal dari kata dasar 'laksana' yang memiliki
arti buatan, sifat, atau tanda. Dengan penambahan awalan 'pe-' dan akhiran
'-an', kata tersebut berubah menjadi bentuk nomina yang merujuk pada
pelaku atau proses pelaksanaan. Sementara itu, dalam Kamus Bahasa
Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita, istilah 'pelaksanaan' dijelaskan
dengan terlebih dahulu memberikan batasan atau definisi terhadap kata
tersebut.4

Pelaksana merupakan individu yang menjalankan atau
melaksanakan suatu rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu,
pelaksanaan merujuk pada proses atau tindakan dalam mewujudkan rencana
tersebut. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Poerwadarmita,
terlihat jelas perbedaan antara keduanya—pelaksanaan adalah tindakan
yang dilakukan oleh pelaksana. Dengan demikian, meskipun memiliki
makna yang berbeda, keduanya berasal dari kata dasar yang sama, yaitu
laksana.’®

Menurut The Liang Gie, pelaksanaan merupakan serangkaian upaya

yang dilakukan untuk menjalankan seluruh rencana dan kebijakan yang

‘yeesew mens uenelun neje yiuy uvesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yelw| eAley uesinuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥ynun eAuey uednnbusd ‘e

nery wisey jrref

14'W. 1.8, Poerwadinata, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003),h. 553.
15 Ibid.
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telah dirumuskan, termasuk pemenuhan berbagai kebutuhan yang
diperlukan, penentuan siapa yang akan melaksanakannya, waktu
pelaksanaan, serta metode pelaksanaannya.'® Sementara itu, Santoso
Sastropoetro menyatakan bahwa pelaksanaan adalah aktivitas atau usaha
tertentu yang dilakukan guna merealisasikan suatu rencana atau program ke
dalam bentuk nyata.!” Selanjutnya, menurut SP. Siagian, apabila suatu
rencana telah disusun secara matang dan program kerja yang berorientasi
pada pencapaian telah dirancang, maka tahap berikutnya adalah
pelaksanaannya.8

Pelaksanaan adalah serangkaian aktivitas atau upaya yang dilakukan
untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan
dan ditetapkan sebelumnya. Proses ini mencakup pemenuhan kebutuhan,
penyediaan alat yang diperlukan, penentuan siapa yang bertanggung jawab,
lokasi pelaksanaan, waktu dimulai, serta metode pelaksanaannya.
Pelaksanaan juga merupakan tindak lanjut dari program atau kebijakan yang
telah ditentukan, yang melibatkan pengambilan keputusan, langkah-langkah
strategis maupun operasional, agar kebijakan tersebut dapat diwujudkan dan
tujuan program tercapai.'®

Dari berbagai definisi mengenai pelaksanaan, dapat disimpulkan

bahwa pelaksanaan adalah aktivitas yang muncul dari perencanaan yang
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16 The Liang Gie, dan Sutarto, Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi,

‘ogyakarta: Karya Kencana, 1997), h. 191.

17 Santoso Satroepoetro, Pelaksanaan Latihan, (Jakarta: Gramedia, 1982), h. 183.
18 p. Sondang Siagian, Filsafat Administrasi, (Jakarta: Gunung Agung,1985), h. 120.
¥Abdullah Syukur, “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan

evansinya Dalam Pembangunan”, (Ujung Pandang : Persadi,1987), h.40.
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telah disiapkan secara matang, dan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.
Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata "bina" yang diberi imbuhan "pe-an,"
sehingga membentuk kata "pembinaan." Pembinaan merupakan
serangkaian usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan secara efisien
dan efektif dengan tujuan mencapai hasil yang lebih optimal.?

Pada hakikatnya, pembinaan adalah suatu proses pendidikan yang
dapat berlangsung secara formal maupun nonformal, yang dilakukan
dengan kesadaran, perencanaan, arahan, keteraturan, serta penuh tanggung
jawab. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenalkan, membentuk,
membina, dan mengembangkan fondasi kepribadian yang seimbang,
menyeluruh, dan harmonis, serta meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan yang sejalan dengan potensi, minat, dan kemampuan setiap
individu.?! Pembinaan ini berfungsi sebagai bekal bagi individu agar
mampu secara mandiri mengembangkan diri, berinteraksi dengan sesama,
dan berkontribusi pada lingkungan, demi tercapainya martabat, kualitas, dan
kapasitas manusia yang optimal serta kepribadian yang mandiri.??

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

1999 pasal (1) tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan

Fe A

I

20 https://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html. Arti pembinaan, diakses pada 17

itober 2024.

21 Bambang Poernomo, Hukum Pidana, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h.188.
22 Simanjuntak, B., I. L Pasaribu, Membina dan Mengembangkan Generasi Muda, (Bandung:

Tarsito, 1990), h. 84.
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meningkatkan potensi dan kemampuan, serta mengoptimalkan pemanfaatan

sumber daya yang tersedia demi tercapainya tujuan yang diharapkan.?
Dalam pelaksanaan pembinaan, terdapat berbagai narapidana anak

dengan latar belakang tindak pidana yang beragam. Oleh karena itu,

pembina wajib memberikan pembinaan secara adil tanpa memandang status

—~ =T ®
=
o o x
. o o . . : :
D oo S N pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas
3388 =
@ag g . . . .
e = B keimanan kepada tuhan yang maha esa, intelektual, sikap dan prilaku,
Bpe23 ©
-5 = —+
S8 Sa o professional, kesehatan jasmani dan rohani warga binaan dan anak didik
[ meflls =t -
=~ = -
o =5 —
2 c &2 = pemasyarakatan.®®
g3cd =
Q T = = . .. ) .
8a3- - Berdasarkan berbagai definisi pembinaan yang telah dipaparkan,
3 Lo 7.
= o oo ¢
o < a n - .
B E¢ - Y7 dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu proses atau
=% € »
iy c - 9
Q5 = = pendekatan yang digunakan untuk membentuk dan menyempurnakan
=S =
bt — )
S &% ., melalui berbagai upaya, tindakan, dan aktivitas yang bertujuan untuk
] — .
c -
=3 = =
) . q . . .
5T = memperoleh hasil yang lebih optimal. Secara esensial, pembinaan adalah
2B =
= &
- T kegiatan yang dilakukan secara sadar, sistematis, terencana, dan terarah
€))
= =
(4} —
8 g dengan rasa tanggung jawab, guna menumbuhkan, mengembangkan, serta
PUN=I
o =
o E
=
b
=
Q
o
=
&
ol
;
&
o
=
3
o

sosial atau latar belakang anak tersebut, baik berasal dari keluarga kaya
maupun kurang mampu, ataupun memiliki posisi tertentu.? Perlu diketahui

bahwa yang dimaksud dengan narapidana anak adalah individu yang berusia

‘Nelry eysng NN wizi eduel undede ynjuaq wejep |ul sijny eAIRY yninjas neje uelbeqsas yeAuegqlieduwaw uep ueywnwnbuaw Buele|q 'z
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23 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang
mbinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 Angka 1.
= 2% Simanjuntak, “Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu Tentang Inovasi Publik,” Journal of
Chemical Information and Modeling 1, no. 2 (2013): 6-35.

?_‘3 % Sudarsono, Kenakalan Anak Prevensi, Rehabilitasi dan Resosiliasi, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2012), h.5.
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antara 12 hingga belum mencapai 18 tahun yang diduga terlibat dalam

tindak pidana.?®

Sistem pembinaan dalam pemasyarakatan dilaksanakan sesuai

dengan asas-asas yang mendasarinya :2/

a. Pengayoman

Pengayoman merupakan bentuk perlakuan terhadap warga binaan
pemasyarakatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak
pidana berulang, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat. Di
samping itu, pengayoman juga dimaksudkan untuk membekali warga
binaan dengan keterampilan hidup agar mereka dapat berperan positif

dalam masyarakat.

. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Asas tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa setiap warga binaan
di lembaga pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani secara adil dan
merata, tanpa memperhatikan perbedaan individu. Oleh sebab itu, proses
pembinaan harus dilakukan tanpa membedakan narapidana berdasarkan

status sosial atau latar belakangnya.

. Pendidikan

Selama di dalam lembaga pemasyarakatan, warga binaan
mendapatkan pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan Pancasila,

antara lain dengan menanamkan nilai-nilai kekeluargaan, keterampilan,

2

nery ursesy JI.

% Wigiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak,(Bandung: Refika Aditama,
13), h.166.
27 Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, (Jakarta: Djambatan,2000), h.115.
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pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah
sesuai dengan agama masing-masing. Dalam upaya menanamkan jiwa
kekeluargaan, diharapkan tercipta sikap saling menghargai antar sesama
warga binaan serta antara warga binaan dengan pembina atau pejabat
Lapas, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik seperti halnya

dalam sebuah keluarga.?®

. Pembimbingan

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lapas
dilaksanakan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, yang meliputi
penanaman semangat kekeluargaan, peningkatan keterampilan, serta

pembinaan dalam aspek kerohanian.

. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa dalam proses
pelaksanaan pembinaan, setiap warga binaan pemasyarakatan tetap
diperlakukan sebagai individu yang memiliki nilai kemanusiaan serta
layak untuk dihormati harkat dan martabatnya. Sekalipun seseorang telah
melakukan pelanggaran hukum yang berat dan dijatuhi pidana, hal
tersebut tidak menghilangkan statusnya sebagai manusia yang tetap
memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat dan bermartabat.
Mengabaikan asas ini dalam pelaksanaan pembinaan sama saja dengan
melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang seharusnya

dijunjung tinggi dalam sistem pemasyarakatan yang berkeadilan.

nery wisey jrred

2 Ibid., h.117.
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f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Warga binaan pemasyarakatan harus menjalani masa pidana di Lapas
sesuai putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Penempatan
ini bertujuan untuk proses pembinaan dan pendidikan. Selama menjalani
pidana, hak-hak dasar mereka sebagai manusia tetap dijamin, seperti
layanan kesehatan, makanan, pakaian, pelatihan keterampilan, serta
kegiatan olahraga dan rekreasi. Perlakuan terhadap mereka harus sesuai
hukum, tanpa penyiksaan atau kekerasan, karena satu-satunya

penderitaan yang dibenarkan hanyalah hilangnya kebebasan..?®

. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan

orangorang tertentu

Untuk menjaga keterhubungan sosial, warga binaan pemasyarakatan
harus tetap diberi ruang untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat
dan tidak dipisahkan dari kehidupan sosialnya. Dalam konteks ini, anak
pidana harus tetap dapat berinteraksi dengan masyarakat melalui
berbagai kegiatan seperti kunjungan dari keluarga atau teman, hiburan
yang diselenggarakan oleh masyarakat di dalam Lapas, serta melalui
kesempatan khusus seperti cuti mengunjungi keluarga yang
memungkinkan mereka mempertahankan ikatan emosional dengan

lingkungan sosial.

nery wisey jrred

29 Darwin Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Medan: PT.Citra Aditya Bakti, 1997), h.69.
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Pendekatan kesejahteraan sosial dijadikan landasan filosofis dalam
menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak. Hal ini
didasari oleh dua pertimbangan utama:*

1) Anak dinilai belum sepenuhnya memahami kesalahan yang
dilakukannya, sehingga layak mendapatkan perlakuan khusus
berupa pengurangan hukuman serta pembedaan tanggung jawab
hukum antara anak dan orang dewasa.

2) Anak-anak dianggap lebih mudah dibimbing dan dibina
dibandingkan orang dewasa, karena kesalahan yang mereka
perbuat umumnya bersifat tidak disengaja.

Oleh karena itu, proses pembinaan terhadap anak sebaiknya tidak
berfokus pada hukuman yang bersifat membalas, melainkan
menitikberatkan pada pendekatan yang bersifat rehabilitative.

Program pembinaan yang diberikan kepada warga binaan
diklasifikasikan ke dalam dua bidang, yaitu:
1) Pembinaan Kepribadian yang meliputi :
a) Pembinaan kesadaran beragama
Upaya ini diperlukan untuk memperkuat keimanan, terutama
dengan memberikan pemahaman agar warga binaan

pemasyarakatan dapat menyadari dampak dari tindakan yang benar

maupun yang salah.

2y jraed
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~ % Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, Analisa Situasi Sistem
radilan Pidana Anak (Juvenile Justice System), (Jakarta: Unicef, 2004), h.72.
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b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Pendekatan ini dilakukan melalui pembelajaran nilai-nilai
Pancasila guna menumbuhkan kesadaran warga binaan agar
mampu menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta
berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Mereka
juga perlu memahami bahwa pengabdian terhadap tanah air
merupakan bagian dari wujud keimanan.

c) Pembinaan kemampuan intelekrtual (kecerdasan)

Upaya ini diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan
kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan, sechingga
mereka dapat mendukung kegiatan-kegiatan positif yang
dibutuhkan selama masa pembinaan.

d) Pembinaan Kesadaran Hukum

Peningkatan  kesadaran hukum bagi warga binaan
pemasyarakatan dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum
yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman hukum. Melalui
proses ini, mereka diharapkan mampu mengenali hak dan
kewajiban sebagai bagian dari masyarakat, serta berkontribusi
dalam mewujudkan penegakan hukum dan keadilan, menjaga
nilai-nilai kemanusiaan, menciptakan lingkungan yang tertib dan
aman, menjamin kepastian hukum, serta membentuk sikap dan

perilaku warga negara yang patuh terhadap aturan hukum.
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e) Pembinaan mengintegrasikan dengan masyarakat
Pembinaan dalam aspek ini dikenal juga sebagai pembinaan
sosial kemasyarakatan, yang bertujuan agar mantan narapidana
dapat kembali diterima oleh lingkungan masyarakat. Untuk
mencapai tujuan tersebut, selama menjalani masa pidana di
Lembaga Pemasyarakatan, mereka dibina untuk aktif beribadah
serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial berbasis gotong royong.
Harapannya, ketika kembali ke masyarakat, mereka telah memiliki
karakter positif yang mendukung keterlibatan dalam pembangunan
lingkungan 3!
2) Pembinaan Kemandirian yang meliputi :
a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
Contohnya seperti kerajinan tangan, industri rumahan,
perbaikan mesin, dan peralatan elektronik, serta lain sebagainya.
b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil
Contohnya adalah pengolahan bahan mentah dari sektor
pertanian dan sumber daya alam menjadi bahan setengah jadi atau
produk jadi.
c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai bakatnya masing-

masing

3 JrreAg uejng jo AJISIATU ) dDTWER]S] 3)B]1S

=

nery wige

ce

31 Yuyun Nurulaen, Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi, (Bandung : Marja, 2012),



of0y
4

.:--I 21

=

f—
=

Untuk mereka yang memiliki bakat tertentu, diupayakan
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pengembangan lebih lanjut atas bakat tersebut.
d) Kemampuan yang menunjang aktivitas di bidang industri maupun
pertanian dengan memanfaatkan teknologi, yang berhubungan

dengan sektor-sektor industri.*2
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Konsep Anak dalam Hukum Positif Indonesia
Anak adalah individu yang memerlukan perhatian, kasih sayang,

dan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. Menurut Undang-
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Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1
mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun,

termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan.®
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Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, anak dipahami sebagai
individu yang belum memasuki usia dewasa (minderjarigheid / person under
age), atau seseorang yang masih tergolong belum cukup umur
(minderjaringheid / inferiority), yang juga kerap disebut sebagai anak yang

berada di bawah pengawasan wali (minderjarige under vordij).3
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Pengertian anak dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di
Indonesia hingga kini belum menunjukkan keseragaman. Hal ini
mengindikasikan adanya ketidaksamaan antara satu regulasi dengan

regulasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan batas usia anak
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32 Ibid., h.98.
3 Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1).

3 Rizki Setyobowo Sangalang, “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Berita Hoaks Di
h@dia Sosial Di Provinsi Kalimantan Tengah,” Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (2020): 29-43,
%0Aperan kepolisian, penanggulangan, hoaks, media sosial.
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sering kali dipengaruhi oleh kepentingan yang ada pada saat hukum tersebut

dirancang.

Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, definisi

anak ditentukan berdasarkan batas usia kedewasaan. Beberapa ketentuan

yang digunakan untuk menetapkan pengertian anak adalah sebagai berikut:

a.

Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 2 dari Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, seorang anak adalah
individu yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.®
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak, anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun,
termasuk yang masih berada dalam kandungan.®

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak mengelompokkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

menjadi tiga kategori, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang

menjadi pelaku tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

a.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak
pidana.

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut

Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun

rxefl
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% Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Lembaran Negara Tahun 1979 ; Tentang
ejahteraan Anak Pasal 1 Angka 2.

% Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
97; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak.
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yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi
yang disebabkan oleh tindak pidana.

c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak
Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang
dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara
pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.*’

Menurut Mahkamah Konstitusi, penetapan batas usia anak dalam
peraturan perundang-undangan telah memunculkan berbagai interpretasi
serta pandangan yang saling bertolak belakang. Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak hadir dengan menetapkan usia tanggung jawab
hukum anak secara lebih harmonis, konsisten, dan selaras dengan
perlindungan hak-hak konstitusional anak. Mahkamah juga menegaskan
pentingnya penetapan usia minimum yang berbeda sebagai syarat bagi
seorang anak untuk dapat diperiksa, diadili, dan dimintai
pertanggungjawaban hukum. Pengertian anak dalam Undang-Undang
tersebut mencerminkan adanya perubahan cara pandang dan pendekatan
terhadap perlindungan anak, di mana karakteristik dalam definisi tersebut
menjadi acuan dalam menentukan siapa yang termasuk kategori anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak, Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa anak memiliki hak
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37 Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor

53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
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atas pemeliharaan dan perlindungan baik sebelum maupun setelah lahir.
Anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat
Undang-Undang 1945. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak
berhak menerima pendidikan dan pengajaran yang mendukung
pertumbuhan intelektual serta perkembangan individu sesuai dengan
kemampuan dan minatnya.

Bagian 4 Pasal 56 menyatakan bahwa setiap anak berhak
mendapatkan waktu istirahat untuk pengembangan diri, berinteraksi dengan
teman sebaya, bermain, bersenang-senang, dan mengekspresikan kreativitas
mereka. Hak ini harus disesuaikan dengan minat, kemampuan, dan tingkat
intelektualitas anak.

Pasal 14 mengatur bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tua
kandungnya, kecuali dalam situasi darurat atau kewajiban hukum yang
memaksa anak untuk dipisahkan dari pengasuhnya, dan keputusan tersebut
harus dipertimbangkan secara mendalam. Selain itu, setiap anak berhak
dilindungi dari eksploitasi politik, partisipasi dalam konflik bersenjata,
kerusuhan sosial, dan keterlibatan dalam kekerasan, seperti yang diatur
dalam Pasal 15 ayat (1). Hak perlindungan dari diskriminasi, penyiksaan,

dan perlakuan kasar lainnya berlaku untuk semua anak.*®
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97; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak.
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Setiap anak yang mengalami pembatasan kebebasan memiliki hak
untuk diperlakukan secara manusiawi dan harus ditempatkan terpisah dari
orang dewasa. Selain itu, anak juga berhak memperoleh pendampingan
hukum atau bentuk bantuan lain yang efektif pada setiap tahap proses
peradilan. Mereka juga berhak mendapatkan akses terhadap peradilan yang
adil dan tidak memihak melalui pengadilan anak. Baik sebagai pelaku,
korban, maupun pihak yang terlibat dalam perkara hukum, anak tetap
memiliki hak atas perlindungan privasi.®

Apabila seorang anak terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai
pelaku maupun sebagai korban, ia tetap berhak memperoleh perlindungan
dan bantuan dari sistem hukum. Hal ini menunjukkan bahwa anak memiliki
hak-hak hukum yang berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi
anak. Prinsip tersebut mengamanatkan bahwa setiap kebijakan atau
keputusan yang menyangkut anak, baik oleh negara, masyarakat, lembaga
legislatif, maupun institusi hukum, harus mengutamakan kepentingan
terbaik anak tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam hal ini, negara,
pemerintah, keluarga, masyarakat, dan orang tua berkewajiban menjamin
serta mendukung pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh
kembang, dan kesejahteraan, sebagai bagian dari hak asasi manusia yang

paling mendasar.*°
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39 Wadong, Maulana Hasan, Pelanggaran Hak dan Perlindungan Social Bagi Anak Rawan,

(§é‘marang: Airlangga University Pers,2003), h. 22.
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Perlindungan hukum terhadap anak, khususnya dalam perkara
tindak pidana, diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, salah
satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak. Selain itu, perlindungan tersebut juga mencakup
penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan, seperti melalui mekanisme
diversi yang wajib diterapkan pada setiap tahapan proses peradilan pidana
anak.*!

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Perkembangan lembaga pemasyarakatan anak di Indonesia bermula
dari reformasi sistem penjara yang dilakukan oleh pemerintah kolonial
Belanda pada tahun 1921. Reformasi ini menitikberatkan perhatian pada
perlakuan terhadap narapidana anak serta klasifikasi bagi narapidana
dewasa. Anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun kemudian ditempatkan
di fasilitas yang disebut “rumah pendidikan”. Sebagai bentuk
implementasinya, bangunan penjara lama di Madiun diubah menjadi
“rumah penjara perbaikan” yang khusus digunakan untuk menampung anak
laki-laki terpidana di bawah usia 19 tahun. Penjara khusus ini menjadi
institusi pertama di Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga
pemasyarakatan anak. Selain itu, Hijmans mengemukakan gagasan

mengenai penempatan anak di luar lembaga pemasyarakatan dengan syarat
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(probation) serta menggarisbawahi pentingnya penyelesaian perkara anak
secara prioritas.

Pada tahun 1925, dibangun fasilitas pemasyarakatan khusus bagi
anak-anak berusia di bawah 20 tahun di wilayah Tanah Tinggi, Tangerang,
serta penjara bagi narapidana dengan hukuman seumur hidup di daerah
Muntok dan Sragen. Selanjutnya, pada tahun 1927, didirikan kembali
lembaga pemasyarakatan anak di Pamekasan dan Ambarawa.

Klasifikasi narapidana anak, yang dikenal sebagai Warga Binaan
Anak, didasarkan pada tingkat kematangan mereka dalam
mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Terdapat perbedaan
yang jelas antara pelaku tindak pidana anak dan pelaku tindak pidana
dewasa.*?

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. pengayoman;

b. nondiskriminasi;

c. kemanusiaan;

d. gotong royong;

e. kemandirian;

f. proporsionalitas;

g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan

h. profesionalitas.
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Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah sarana pemerintah untuk
menangani anak-anak yang terlibat masalah hukum. Pendapat KPAI
menegaskan bahwa tidak semua anak seharusnya dipenjarakan. Hal ini
dikarenakan penjara dewasa tidak memberikan proses pembelajaran mental
yang sesuai untuk anak-anak, melainkan hanya memberikan pembelajaran
dari narapidana dewasa.

Hukum memiliki peran sebagai sarana perlindungan Artinya, hukum
tidak semata-mata berfungsi untuk memberikan hukuman atau pembalasan,
tetapi juga harus mencakup upaya pembinaan bagi individu yang melakukan
penyimpangan. Dengan demikian, setelah menjalani proses pembinaan di
Lembaga Pemasyarakatan, mereka diharapkan mampu menjadi pribadi
yang lebih baik dan dapat beradaptasi kembali dengan kehidupan di tengah
masyarakat.*®

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Lembaga
Pemasyarakatan Anak merupakan suatu institusi yang berfungsi untuk
melakukan proses pemulihan terhadap anak narapidana. Pemulihan tersebut
mencakup aspek mental dan spiritual, peningkatan relasi sosial dengan
lingkungan masyarakat, pemenuhan kebutuhan psikologis, serta pembinaan
moral dan karakter anak.

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran sebagai sarana pembinaan

bagi narapidana serta anak didik pemasyarakatan. Namun, merujuk pada
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lapas
Anak lebih difungsikan sebagai tempat pendidikan daripada sebagai tempat
untuk menjalani hukuman. Proses pembinaan terhadap warga binaan
dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu intramural (dalam lingkungan
lembaga pemasyarakatan) dan ekstramural (di luar lingkungan lembaga
pemasyarakatan).

Pembinaan ekstramural, yang sering disebut juga sebagai asimilasi,

merupakan suatu mekanisme untuk mengembalikan warga binaan yang

neiy eysng Nin Y!j1w eidio yeq @

telah memenuhi kriteria tertentu ke dalam lingkungan masyarakat. Selain
itu, bentuk pembinaan ini juga meliputi kegiatan integrasi yang
dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Integrasi tersebut
mencakup proses pembimbingan dan pengawasan terhadap warga binaan
agar mereka dapat beradaptasi dan menjalani kehidupan kembali di tengah

masyarakat.*

£15

; Penelitian Terdahulu

Studi terdahulu berperan sebagai referensi penting bagi peneliti dalam
~ menelusuri penelitian-penelitian yang relevan dan sejalan dengan topik yang
akan diteliti. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menelaah serta menilai

perbedaan antara penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian-

‘penelitian sebelumnya.
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Adhi Gineung Pratidina, Ali Muhammad, Cahyoko Edi Tando, judul
penelitian “Efektivitas Peran Bimbingan Bapas Pada Klien Dalam
Mengurangi Tindak Pidana Residivis di Bapas Kelas II Purwokerto” Jurnal,
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Tahun 2022. Jenis penelitian ini adalah
penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
wawancara.

Penelitian ini mengangkat masalah terkait tingginya tingkat residivisme di
kalangan mantan narapidana, yang disebabkan oleh berbagai faktor,
termasuk kesulitan mencari pekerjaan dan kegagalan reintegrasi sosial
akibat labeling dari masyarakat.

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa efektivitas bimbingan di
Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto dalam mengurangi tindak
residivis masih belum optimal. Meskipun bimbingan yang diberikan
mencakup berbagai aspek seperti pembinaan agama, keterampilan, dan
kepribadian, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat proses
bimbingan.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai bagaimana
pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas
II Pekanbaru dan apa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan anak di
lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas pelaksanaan

pembinaan di lembaga.
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Sementara itu letak perbedaannya adalah disini penulis akan meneliti di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Pekanbaru dan juga
penulis menggunakan beberapa dasar hukum yaitu Undang-Undang No.4
Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang — Undang No.
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang — Undang No. 22 Tahun
2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 31
Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan. Sedangkan penelitian Adhi Gineung Pratidina, Ali
Muhammad, Cahyoko Edi Tando meneliti di Bapas Kelas II Purwokerto
dan masih menggunakan dasar hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia No. 3 Tahun 2019.

. Ridha Nur Arifa, judul penelitian “Pembinaan Terhadap Narapidana

Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Suatu Penelitian di
Rutan Kelas IIB Tapak Tuan)” Jurnal, STIS Al-Hilal Sigli ,Tahun 2023.
Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dan teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah wawancara dan observasi.

Penelitian ini mengangkat masalah pelaksanaan pembinaan narapidana
residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Rutan Kelas IIB
Tapaktuan.

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pembinaan narapidana

residivis di Rutan Kelas [IB Tapaktuan belum efektif, dengan banyak
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narapidana yang mengulangi tindak pidana, Keterbatasan keterampilan
petugas, kurangnya fasilitas dan rendahnya motivasi narapidana
menghambat pelaksanaan program pembinaan.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai bagaimana
pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas
IT Pekanbaru dan apa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan anak di
lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas pelaksanaan
pembinaan di lembaga.

Sementara itu letak perbedaannya adalah disini penulis akan meneliti di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, tidak hanya
fokus pada pembinaan terhadap narapidana residivis tindak pidana
penyalahgunaan narkotika dan juga penulis menggunakan beberapa dasar
hukum yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, Undang — Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak, Undang — Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Lembaga
Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan
penelitian Ridha Nur Arifa meneliti di Rutan Kelas [IB Tapaktuan dan
menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.
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Miranda Tiara Putri, judul penelitian “Peran Lembaga Pembinaan Khusus
Terhadap Residivis Anak di Bandar Lampung”, skripsi, Universitas
Lampung, Tahun 2023. Jenis penelitian ini menggunakan dua pendekatan
yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara.

Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana LPKA melaksanakan
pembinaan terhadap anak-anak yang merupakan residivis, termasuk dalam
konteks peran normatif, faktual, dan ideal yang dijalankan oleh lembaga
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa berbagai faktor penghambat,
termasuk kurangnya regulasi khusus, kekurangan sumber daya manusia
yang terlatih, stigma masyarakat, serta masalah motivasi dari anak didik itu
sendiri. Ini menunjukkan perlunya pendekatan multidimensi untuk
mengatasi isu-isu yang ada, baik dari sisi regulasi, pelatithan, maupun
kesadaran.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai bagaimana
pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas
IT Pekanbaru dan apa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan anak di
lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas pelaksanaan
pembinaan di lembaga dan faktor penghambat pelaksanaan pembinaan anak

di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru.
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Sementara itu letak perbedaannya adalah disini penulis akan meneliti di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, tidak hanya
fokus pada pembinaan terhadap narapidana residivis dan juga penulis
menggunakan beberapa dasar hukum yaitu Undang-Undang No.4 Tahun
1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang — Undang No. 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak, Undang — Undang No. 22 Tahun 2022
tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun
1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan. Sedangkan penelitian Miranda Tiara Putri meneliti di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung,
menggunakan dasar hukum Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:
M.02-PK.04.10 Tahun 1990 dan masih menggunakan dasar hukum Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan .

Syafira Salsabillah Inas Maisun, judul penelitian “Efektivitas Pembinaan
Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) di Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Jakarta” Jurnal, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Tahun 2020. Jenis
penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah wawancara dan observasi.

Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana proses pembinaan dijalankan
dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembinaan serta adanya

anak didik yang kembali melakukan tindak pidana residivis.
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Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas pelaksanaan
pembinaan di lembaga dan apa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan
anak.

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pembinaan yang dilakukan
di LPKA Jakarta menunjukkan hasil yang baik, namun masih belum
sepenuhnya efektif. Beberapa anak didik masih mengulangi tindak pidana
(residivis), yang menunjukkan bahwa pembinaan harus ditingkatkan.
Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai bagaimana
pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas
IT Pekanbaru dan apa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan anak di
lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru.

Sementara itu letak perbedaannya adalah disini penulis akan meneliti di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru dan juga
penulis menggunakan beberapa dasar hukum yaitu Undang-Undang No.4
Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang — Undang No.
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang — Undang No. 22 Tahun
2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 31
Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan. Sedangkan penelitian Syafira Salsabillah Inas Maisun
meneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta dan masih
menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan.
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Gede Adi Artha, Osgar S Matompo, Maisa, judul penelitian “Efektivitas
Pembinaan Terhadap Residivis Anak Tindak Pidana Pencurian di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu”, Jurnal, Universitas
Muhammadiyah Palu, 2022. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian
empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara, dan studi dokumen.

Penelitian ini mengangkat masalah pelaksanaan pembinaan terhadap anak
residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Palu. Masalah tersebut meliputi efektivitas pembinaan yang
diterapkan, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan, serta
tingginya kasus residivis di kalangan anak-anak, yang menunjukkan bahwa
pembinaan yang ada belum berjalan dengan efektif.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas pelaksanaan
pembinaan di lembaga dan apa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan
anak.

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan
terhadap anak residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Kelas II Palu dilakukan sesuai dengan standar operasional
prosedur (SOP) yang ditetapkan. Namun, pembinaan yang dilakukan belum
efektif, terbukti dari masih tingginya angka residivis. Selain itu, berbagai
kendala seperti rendahnya tingkat pendidikan anak dan kurangnya
keterampilan serta kualitas petugas juga menjadi faktor penghambat dalam

proses pembinaan.
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Sementara itu letak perbedaannya adalah disini penulis akan meneliti di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru dan juga
penulis menggunakan beberapa dasar hukum yaitu Undang-Undang No.4
Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang — Undang No.
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang — Undang No. 22 Tahun
2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 31
Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan. Sedangkan penelitian Gede Adi Artha, Osgar S Matompo
dan Maisa meneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dan
masih menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan.
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METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitia

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan sebuah

—masalah adapun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah.

N

U7 1. Jenis Penelitian

neiy eysn
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Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris
yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku
hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan
sumber data yang digunakan berasal dari data primer. * Dengan maksud
untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data mengenai
pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas
IT Pekanbaru serta faktor penghambat pelaksanaan pembinaan di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Analisis Deskriptif yaang bertujuan untuk
menggambarkan secara nyata mengenai individu, kondisi, dan gejala suatu
kelompok serta peneliti memberikan gambaran atau
pemaparan atas subyek dan obyek penelitian.*® Sebagaimana hasil peneliti

an mengenai pelaksanaan pembinaan anak di lembaga pembinaan khusus

= % Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2016), h. 31
;z 46 Joenedi effendi, Dkk, metodologi penelitian sosiologis, (Jakarta Prenada : Media Grup
2019),h.7

nery u
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anak kelas II Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022
Tentang Pemasyarakatan.
Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini ialah pendekatan
efektivitas hukum, yang berfokus pada sejauh mana norma-norma hukum

’ dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat. Pendekatan ini juga menilai

sng NIN 31!i!u_|$:d|3 MeH G

-, bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik. Penelitian ini bertujuan

d

-, untuk menggali dan memahami secara lebih mendalam permasalahan yang

n

kompleks bagaimana pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Kelas I Pekanbaru dan apa faktor penghambat pelaksanaan
pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.
Metode yang digunakan adalah observasional, di mana peneliti langsung

memantau lapangan.

C,, Lokasi Penelitian
r:: Lokasi penelitian adalah tempat di mana proses studi untuk
émengidentiﬁkasi masalah penelitian dilaksanakan. Memilih lokasi yang tepat
i sangat penting untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam hal ini,
;i penelitian dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
é- Pekanbaru, sesuai dengan masalah yang diteliti.

Penulis memilih untuk melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan

» Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru karena adanya masalah terkait

Ag uej[ng jo !

- pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II

nery wisey jrre
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Pekanbaru ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan.
Populasi dan Sampel
Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang memiliki karakteristik serupa.
Sementara itu, sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap dapat
mewakili keseluruhan objek penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam
melaksanakan penelitian.*” Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari 105 orang
Anak Binaan Pemasyarakatan serta 50 pegawai dari Lembaga Pembinaan

Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi. Jika ukuran populasi terlalu besar dan peneliti tidak dapat
menjangkau seluruh elemen populasi, misalnya karena keterbatasan dana,
tenaga, atau waktu, maka pengambilan sampel menjadi solusi. Informasi yang
diperoleh dari sampel tersebut nantinya akan digunakan untuk menarik
kesimpulan yang berlaku bagi seluruh populasi.® Oleh karena itu, sampel yang
dipilih harus benar-benar representatif atau mampu mewakili populasi secara

keseluruhan.

P

nery wiseyy jifef

4’Bambang Sunggono,Metodologi penelitian hukum,(Jakarta: PT Raja Grapindo

ada,2007), h.118.

8 Gonsuelo G Sevilla, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: UI Press, 1993), h.31.
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598 o Tabel 1111
g8 = Populasi dan Sampel
il
Nz | © Responden Populasi Sampel Presentase
@5 s
Elué = Anak Binaan 105 orang 21 orang 20%
id| =
23 “Pegawai Lembaga 50 orang 17 orang 20%
D =
© 3 Pembinaan Khusus Anak
Ty UKelas II Pekanbaru
ol =
& 2 Jumlah 155 orang 38 orang
= W

QO
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E. Sumber Data

Data Primer

Data hukum primer merupakan informasi hukum yang diperoleh
secara langsung dari sumber aslinya, baik melalui wawancara, pengamatan
langsung, maupun dokumen informal yang kemudian dianalisis oleh
peneliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari
responden melalui wawancara dan hasil angket mengenai pelaksanaan
pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru
ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang
Permasyarakatan.
Data Sekunder

Data hukum sekunder merupakan informasi yang bersumber dari
dokumen resmi, literatur yang relevan dengan objek penelitian, hasil kajian

dalam bentuk laporan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.*®

nery wisey jrred

49 Rony Hanitiji Soemitro, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h.24.
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Dalam studi ini, data sekunder dikumpulkan secara tidak langsung sebagai
pelengkap data primer, yang mencakup literatur hukum, Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, jurnal-jurnal hukum, serta
peraturan yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan..
Data Tersier

Data hukum tersier merupakan sumber informasi yang berfungsi
sebagai pelengkap dengan memberikan arahan atau penjelasan tambahan
terhadap data primer dan sekunder.

Contoh data hukum tersier meliputi kamus bahasa Indonesia, kamus

hukum, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia, dan sebagainya.*

Teknik Pengumpulan Data

1

2.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuan hanya
dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta yang mengenai dunia kenyataan
yang di peroleh observasi.

Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan
dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yang berkaitan
dengan permasalahan penelitian, di mana hasilnya digunakan sebagai data

sekunder.

nery wisey jrred

%0 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 13.
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3. Angket
Angket adalah daftar pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan suatu
permasalahan tertentu, disertai ruang untuk menjawab setiap pertanyaan.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis angket terbuka.>!
4. Penelitian Kepustakaan
Studi kepustakaan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber
literatur, seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta

pandangan dari para ahli hukum dan akademisi guna memperdalam

neiy eysng Nin Y!j1w eidio yeq @

pemahaman terhadap topik yang dikaji.
5. Penelitian Lapangan
Penelitian lapangan melibatkan pengumpulan data secara langsung
dari objek penelitian, termasuk mendapatkan informasi dan keterangan dari
instansi terkait melalui wawancara, angket, dan metode lainnya.
Analisis Data
Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis

data kualitatif, di mana data yang diperoleh terlebih dahulu dipilih dan disusun

N O eS| a.gu};f)

_ secara terstruktur, kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh

Tu

; pemahaman atas permasalahan yang dirumuskan. Selanjutnya, penulis

S

- mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan anak di Lembaga Pembinaan
St

0

; Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dengan mengacu pada ketentuan dalam

= Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

%1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: ALFABETA, 2019), h.131.
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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan

hal-hal berikut:

I.

Pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas
IT Pekanbaru belum berjalan secara efektif, berdasarkan hasil penelitian
penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap anak di
LPKA Kelas I Pekanbaru masih belum efektif, yaitu program pembinaan
kepribadian maupun kemandirian belum berjalan dengan rutin dan
terstruktur dan waktu pelaksanaan program pembinaan memiliki waktu
yang terlalu singkat atau tidak cukup. Oleh sebab itu berdasarkan berbagai
permasalahan yang telah diuraikan akibatnya anak binaan belum memiliki
bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan kehidupan di luar lembaga,
sehingga berpotensi kembali terjerumus melakukan tindak pidana kembali
atau residivis.

Faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan anak di lembaga

pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru, yaitu :

a. Anak binaan yang kurangnya kesadaran diri dan kurangnya keseriusan
dalam mengikuti pembinaan, terutama dalam hal belajar, bekerja, dan
disiplin.

b. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk berjalannya program

pembinaan dengan teratur dan baik.
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c. Peraturan yang belum memberi penegasan mengenai pembinaan anak

residivis.

i

Lingkungan yang sangat memengaruhi anak binaan yang sudah keluar
atau bebas dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru
yaitu kembali ke lingkungan asal dia sebelum menjadi anak binaan
seperti lingkungan pertemanannya yang juga melakukan tindak pidana.
e. Dana merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan

pembinaan di LPKA. Keterbatasan anggaran berdampak pada kurang

neiy eysng Nin Y!j1w eidio yeq @

optimalnya fasilitas, program, dan sumber daya pendukung, sehingga
proses pembinaan belum dapat berjalan secara maksimal.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh, untuk
memastikan pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

,Kelas II Pekanbaru berjalan dengan optimal sesuai dengan Undang-Undang

S

aje)l

© Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, penulis memberikan beberapa

saran sebagai berikut:

[S—

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sebaiknya
membenahi yang menjadi faktor — faktor penghambat dalam mewujudkan
efektivitas pembinaan anak, agar pelaksanaan program program pembinaan
untuk anak binaan dapat terwujud dan berjalan dengan baik dan efektif

nantinya.

N

Pembinaan anak tidak terbatas hanya di dalam LPKA, melainkan juga perlu

melibatkan peran keluarga dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, program

NI UITISEY i,!l:";.‘" uUeIItnge 1c f" ISISATUN DIUIP]S
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pembinaan yang melibatkan keluarga dan masyarakat dalam mendukung
proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial sangat diperlukan untuk mencegah

anak kembali terjerumus ke dalam dunia kriminal.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ors Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
..u. ,.J 1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Aﬁr .n: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2:0 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
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Surat Balasan Izin Riset

KEMENTERIAN HKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU

Jalan Jenderal Sudirman N¢.233 Pekanbaru 28111
Telepon {(0761) 23846 Faxsimile (0761) 21860

Laman - www.kemenkumham.go.id, surel - riau kepegawaian@gmail.com

Nomor - W4 HH 04.04.12088 27 Desember 2024
Lampiran  © -

Sifat : Biasa

Hal : Surat Permohonan Izin Riset

Mahasiswa An. Sarah Afifah Anawar

Yth:

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Il Pekanbaru
Di Tempal

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomer : Un.04/F.I/PP.00.9/12897/2024 tenggal 19
Desembr 2024 hal permohonan izin riset /penelitian mahasiswa Jurusan limu Hukum (SI)
mengumpulkan data /informasi, untuk bahan penulisan skripsi, bersama dengan ini
disampaikan kepada Saudara unluk bersedia menerima Mahasiswa Jurusan llmu Hukum
(8l) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
atas nama

NO Nama Mahasiswa NIM Jurusan
1 Sarah Afifah Anwar 12120722273 limu Hukum

Untuk Melaksanakan riset / penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Il
Pekanbaru dengan judul *Efektivitas Pembinaan Anak Residivis Di Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Kelas |l Pekanbaru DiTinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2022 Tentang Pemasyarakatan® pelaksanaan kegiatan riset / penelitian berangsung
selama 3 (tiga) bulan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

An.Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi
Johan Manurung
Tembusan :
1.Kepala Kantor Wilajyah Kementarian Hukum den HAM Riau
{sebagai laporan)
2 Kepala Divisi Pemasyarakalan Kantor Witayah Kementerian
Hukum dan HAM Riau;

3 Ookan Fakultas Syariah dan Hiukum Universitas islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
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Dokumentas

© Hak g4p yarif Kasim Riau
I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
:u. :J 1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
AV .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2:0 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
e 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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_u.\/I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
:u. :ﬂf 1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
AV .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\D b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
e 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



